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TENTANG

INSENTIIF PIEMUNGUTA]{I PAJAK DAERAH DAN RETRIE}USI DAERAH

IDENGI\N RAI{MAT TUHAN YAI'IG M/\HA ESA

Menimbang a.

Mengingat :

b.

ISUPATI KATINGAN

lrahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2UA tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Penlungutan Pajak

Daerah dan Fbtribusi Daerah ;

llahwa peran sefta para pihak yang terkait dalam mendukung

ir"rungltan pajak Daerah dan Retribusi Da,erah, perlu diberikan

insentii guna memotivasi pencapaian target penerimaan Pajak

Daerah dan Fletribusi Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sr:bagairnana dimaksud pada

tiuruf a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati

tGtingan.

1. tJndang-Underng Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

l(abupaten Ki-,rtingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

l(abupaten l-am-andau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Gunung Mas, l(abupaten Murung Raul'r,t dan Kabupteri Barito J'imur

di Provinsi l<i.alimantan Tengah ( l-embararn Negara Republik

lndonesia Tarihun 2OO2 Tahun 18, 'll;;rmbahan Lembaran Negara

llepublik lndc,nesia Nomor 4180) ;

2. tJndang-Undarnrg Nomor 28 Tahun 1$ll9 tentang PenyelengEaraan- 
lrlegara Yang [,],ersih dan Bebas dari t'(orupsi, l(olusi dan Nepotisme

lle"mbaran llu,,grr" Republik lndoners;ia Tahun 1999 Nomor 75,

tambahan Lenrtaran Negara Republil< lndonesia Nomor 3851) ;

3. lJndang-Undarrrg Nomor 32 Tahun 11004 tentang Pemerintahan

Daerah- (Lembitlan Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

'125, Tambahatr Lembaran Negara Rerp ublik lndonesia Nomor 4437)

s;ebagaimana itelah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

tJnda-ng Nomor 12 Tahun 2008 tentang Per:ubahan Kedua Atas

Undan!-Und6ng Nomor 32 Tahun i1004 tentang Pemerintahan

Daerah- (Lembilran Negara Republil< Indonesia Tahun 2008 Nomor

ti9, Tambahan Lembarin Negara Repu[lik lndonesia Nomor 4844):

4. tJndang-Undarrrg Nomor 33 Tahun ,?-004 tentang Perimbangan

Keuanlan Ant,Sra Pemerintah Pusa,rt dan Pemerintahan Daerah

(Lembfran Nle,:gara Republik lndonesla Tahr-ln 2004 Nomor 126,

it-ambahan Lenibaran Negara Republitr tndonesia Nomor 4438) ;

5. tJndang-Undarrg Nomor 28 Tahrrn 20013 tentang Pajak Daerah dan

fletribusi Dar:rih (Lembaran Negerra Republik lndonesia Tahun



4. Undang-Undarng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan

kuurnlrn /,ntira Pemerintah Ptlsat dan Pemerintahan Daerah

(LembIran lrlegara Republik lndonesia Tahun 20p7 Nomor 126,

iambahan L,:rm-baran Negara Republilt lndonesia Nomor 44.38);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak Daert dan

Retribusi Darelrlh (Lembaran Negara Repu[lik lndoneSia Tahun

2009 Nomor'130, Tanrbahan Lembartan Negara Republik lndonesia

Nomon 505a), ;

6. Undang-undang Nomor 12 Talrun 2011 tentang Pembentukan
peratuian F,,r::r-undang-undangan ( t-embaran Negara Republik

lndonesia Tarhun 2011 Nomor 82 l'ambaharn Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahrun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan D;,rerah ( Lembaran Negelra Repurblik fndonesia Tahun

2005 Nomor '1140 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor a578);

8. Peraturan Pe,rnerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pernbagian

Urusan Antaina Pemerintah, Pemerirrtahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahagr Daerah Kabupaten I Kota ( Lembaran negara

Republik lndonesia Tahun 2007 Norror 82 Tambahan Lembaran

Negara Repurblik lndonesia Nomor t1737 ) i

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 -Ierhun 2010 tentang TaQ Car3- 
Pemberian cl;an Pemanfaatan lnsenltif Pemungutan Pajak Direrah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Neglara Republik lndonesia Tahun

,2010 Nomor 1119, Tambahan Lembarian Negara Republik lndonesia

Nomor 5161) ;

,10. Peraturan Daerah Kabupaten KatinEan Nomor 3 Tahun 2011- 
rentang Perurbahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katinsan

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

;Daerah KabuPaten Katingan ;

11. Peraturan Dererah Kabupaten KatinEan Nqmor 8 Tahun 
^Afitentang Pajartl Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Tahun 2011 ll',llonror B ) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011

tentang Retrilbusi Jasa Umum ( l-elmbararr Daerah Kabupaten

lKatingan Tal^run 2011 Nomor 14 ) ;

.x3. Peraturan Da,erah Kabupaten Katil[lan Nornor 15 Tahun 2011

tentang Retnibusi Jasa Usaha ( l-embaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 2011 Nomor 15 ) ;

14. lPeraturan Daerah Kabupaten Katingarl Nomor 16 tentang Perizinan
'fertentu ( L.embaran baerah Kabupaten Katingan Tahun 2011

lNomor 16 )

MEMUTUSKltillrl:

PERATUR.AN I3UPATI KATINGAhI TENTI\NG TATA CARA

PEMBERIAN II}AN PEMANFAA.TAN INSENTIF PEMUNGUTAN

PAJAK DAERI\,I'I DAN RETRIBUSI D'AIE;IRAH

Menetapkan :



BA.B I

KIEITENTUAN UII'IUM

Pasal 1

Dalam Peraturram iniyang dimaksurd dengan :

1. lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Saerah yang

r;elanjutnya cii,sJbut lnsehtif adalah tambahan penghasilan .yang
diberikan serb,agai penghargaan atas kinerja tertentu dalam

tnelaksanakan, pemungutan Pajak dan Retribusi ;

2. pemerintah Daerah Kabupaten yang selarrjutnya disebut

pemerintafr fl,abupaten adalah unst.tti penyelenggara Pemerintah

i<"uuprtun Ku,ti;g;; tang terdiri atas Elupati dan perangkat Daerah

l(abuPaten Kartingan ;

3. lSupati adalahr l3upati Katingan ,

4. liekretaris Daa:rah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;

5. llinas Penda[ratan adalah Dinas Perrrdapatan Daerah Kabupaten

l(atingan ;

6.Pejabatadal;ahPegawaiNegerisislildiLingkunganPemerintah
Daerah Kabupaten Katingan yang diirerikan tugas,tedentu dibidang

ilerpajat rn fiaerafr dan F.etrl'nusi Dar:rrah sesuai dengan ketentuan

peraturan perr.rndang-undangan yang b'erlaku ;

7. l(ecamatan aclalah wilayah kerja canliat sebagai Perangkat Daerah

lGbuPaten / l'tuta ;

8. Pemerintah K.elurahan adalah Lurah s;ebagai Llnsur Penyelengaraan

lremerintahanr Kelurahan ;

9. l(epala Desar adalah Kepala Desa rjian Aparat Desa Kabupaten

l(atingan ;

10" Pajak Daerah yang selanjutnya disr:but Palak adalah kontribusi

rruajib pajak x.:,paoa Da",ah y,ng terutang oleh pribadi atau Bidang

r,rang bersifat rnemaksa berdatuikrn tJndang-Undang, dengan tidak

rnendapatirnhalanSecaralangsung.dan'digunakansebesar-
lresarnyauntukkeperluanDaerahbaS;ikemakmuranrakyat;

ll.lRetribusiDarerahyangselanjutnyia,disebutRetribusiadalah
ir;;;ri;n ouru"n t"o"i,i pumuayatatn atas.jasa atau pemberian

izin tertentu :fang khuJus disediikarn dan I atau diberikan oleh

lDemerintah firUiprt"n untuk keptlnrtingan orang pribadi atau

l3adan ;

12. lPemungutan adatah suatu rangkaian legi3tan mulai dari

penEhimpunun 
-Oitr 

Objek dan bubjek Pajak atau Retribusi,

ipunlntrin bersarnya Patak atau Retribusi yang terutang sarnpai

lkegiatanpenagihanPajakatauRetribusikepadawajibPajakatau
,^,rjib Retiibusi serta pengawasan penyetorannya ;

l3.Tunjanganyangmelekatadalahtunjanganyangmelekatpadagaji,
terdiri atas tu,rillnfrn irtrll"rami, tupjangan aruak, tunjangan jabatan

struktural/fungtiional, da n/ata u tunja ng;en beras ;

14. tnsentif pemurngutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah' 
selanlutnya disEbut lnsentif adalah tambahan penghasilan

yang
yang



diberikan sehagai penghargaan alls kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan Pajak dan lletribusi Daerrah.

Pasal 2

Pernberian dern pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dilaksanakan berdar;arkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan
dengan besarn'fa l.anggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi Objektif
Daerah.

BAB II

INSEN]TIF P'EIMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAT'J R.ETRIB|USI DAERAH

Bagian Kesatu

Fenerima lnsentif

Pasal 3

(1) lnsentif ctiberikan kepada ins;tansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi lJererah ;

(2) lnsentif sebragaimana dimaksud pada ayat (1) secixra proporsional dibayarkan

kepada:' a. pejabat clan pregawai instarnsi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi

Daerahs€SU€tidengantangll;tungjawabmasing-masing;
_ b. Bupati dan \A/akil 

-Bupati -rs,ebagai 
Penanggung jar,vab Pengelolaan Keuangan

- Daerah ;

c. Sekretetris; Daerrah selaku KLclordinator Pengelolaan li(euangan Daerah ;

d. pihak lairrr yarrg membantru instansi pelaksana pe,mungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah-

Pasal 4

(1) lnstansi pelaksarna pemungut Pajak Daerah dan F{etribusi Daerah dapat diberi

lnsentif apalbila nnencapai targ;ert kinerja tertentu ;

(2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian

target pajar Dererah dan Retrlikrusi Daerah, sebagai bertkut:

a. sampai dengan triwulan I : '15% (lima belas persen);

b. sampait dengan triwulan ll : 4'0% (empat puluh persen),

c. sampai <i,=n!an triwulan lll ',75% (tujuh puluh lima pr,ersen); dlan

d. sampajidengan triwulan lV : 100o/o (seratus persen)'

(3) pemberian lnsentif sebagairnana dimaksud pada iryat (1) dimaksudkan untuk

meningkatl<an:
a. kinerja instarrs;i;

b. seminrgat kerja bagi pejaballatau pegawai instansi;

c. pendapratan daerah; dan
d. pelayarran kr:pada masyaral<at.

(4) pemberian lnsentif sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan 1f

pada awarltniwulirn berikutnyer ; 
- 1'



(5) Dalam hal targert kinerja suatu ltriwulan tidak tercapai, lnsentif untuk triwulan tersebut

dibayarkarr paciia awal triwulan berikutnya yang te[ah mencapai target kinerja

triwulan YarlE ditr;ntukan ;

(6) Dalam hal target kinerja pada ilkhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak

membatallrnm lnsientif yang su,riah dibayarkan untuk triv,rulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumhrer dan Besaran lnsentili

Pasal 5

(1) Besarnya lnsentif ditetapkan 5 o/o (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak

Daeral-r darr Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tlap jenis

Pajak Dae'rah dan Retribusi D;aerah ;

(2) Besaran lrrsrentif sebagaimanar dimaksud pacla ayat (1) ditetapkan melaluiAnggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Katingan Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 6

(1) Besarnya pemba)/?ran lrrsenti{'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf

a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi

penerimaarr pajak Daerah dan Retribusl Daerah Tahun Anggaran sebelumnya

dengan ketr;ntuan :

a. dibawalr IRp1.000.000.000.1000,00 (satu trilir-rn rupialr), paling tinggi 6 (enam) kali

gaji pokok dan tunjangan yang melekat , -

O. frdf .OO13.OOO.OOO.OOO]OO 
- (Jatu triliun rupiah) sarnpai dengan Rp

2.500.000.000.000,00 (dua tiiliun lima ratus mityar rr.rpiah), paling tinggi 7 (tujuh)

kali gaji pokok dan tunjangern yang melekat , 
.

c. diatis Rp2.5Cr0.0oo.ooo.bott,oo loua triliun lima rtrtus milyar rupiah),. sampai

dengan Ftp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun limar ratus milyar rupiah), paling

ting[i 8 (detapan) kali gaji pr:kok dan tunjangan yang melekat; dan

o. oiJtas Rp7.s00.boo.obo.oclc),00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling

tinggi 1rl isepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yangl melekat.

(2) Besarnya pembayaran lnserrtif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimirna c{inraksud dalanrr Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi

sebesar 5% (lima persen) clari besarnya inserrtif Yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan Pasal Ii ;

(3) Apabila dalaun relalisasi pemb€)rian lnsentif berdasarkan ketentuan sebagaimana

dimaksud piada ayat (1i tenlapat sisa lebih, harus rlisetorlran ke Kas Daerah

sebagai Pr-=nerimaan daerah.

Pasal 7

Penerima lnsentif sebagaimana olimaksud dalam Paserl 3 ayat (2) dan besarnya 
0

pembayaran tnsentif sebigaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan 2
keputulanBupati. " _-l



BA,B lii

PENGITNGGI\RAN, PELAhiSANAAN, DAN PERTI\hIGGUNG JAWABAN

Pasal 8

(1)Kepaia instansi pelaksana pen-rungut pryf Daerah cian Retribusi Daerah menyusun

penganggiaran insentif p"*,,,',gItun iajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah

berdasarkan l<etelntuan sebaga;rrimana dimaksud dalam Pasal 5 ;

{2) Fenganggaran h.rsentif pemurlgutan Pajak Daera.h s;elbagaimana dimaksud pada

ayat (1) rilikelompokkan ke dalam 
'belanja tidak langsung yang diuraikan

berdasarkian jenis 'ueianja pir,:gawai, objek beiania lnsentif pernungutan Pajak

Daerah serta rinc;ian objek beli:lnja Pajak Daerah ;

(3) pengangggrien lnsentif pemungutan Retribusi Daerah rs;ebagaimana dimaksud pada
'-' ,yri 1ii Uit<etompokkan kei dalam belanja tidak langsung yang diuraikan

berdasarkian jenis belanja pegawai, obyek b-elanja insentif pemungutan Retribusi

Daerah=u,lu6noianobyekbelanjaRetribusiDaerah.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribus;i Daerah pada akhir tahun

anggaran telah teica,pai atau terlampaui, pembayaran ins'entif belum dapat dilakukan

pada tahun anggaran berkenaan, pembeiian insentif dibr:nikan pada tahun anggaran

berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentt.lian peraturan perundangan-

undangan.

Pasal 10

Pertanggungjarwaban pemberian insentif dilakukan

perundang-unrJangan'

sesuai rJengan ketentuan peraturan

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Penganggaran Belania untuk insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah berrada ffi; binrt Perrrdapatan Daerah KabupatenXatingan'Dapat

dibayarkarr nnutai bulan Januari 2012 sesuai dengan APBD Tahun Ang^g^1t,*ZO1Z1

(r) 
i:*ltigiilj;jelanla 

dimaksud pada avat ( 1 ) dilakukan melalui ketentuan L



BAts V

KETENTUAI{ PENUTUP

Pasal 12

Peraturan inri nnulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang rnengetahur1y,u, m-Jmerintahkah pengundangan Peraturan ini dengan

pJnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di [(asongan'
PadaTanggal, 1l okroFrsl. 9ol)

BU|I,TI KATINGAN

\
l)rVp-vr1,--'

DUUUEL RAWING

Diundangkart cli Kies;ongan.

Pada tanggal, $l otr-llr>ftsrL 'il'olt

SEKRE:T,ARIS
KABUPA

TATEL LAD.JU

( oo,=r,^H I(ABU pATE],it KATI N GAN TAH u l-l.,tr. I IN oMo R..aS'


